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ABSTRAK 

Lagu merupakan salah satu bagian dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
yang mana merupakan hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu 
produk yang bermanfaat bagi manusia. Hasil dari karya cipta berupa lagu yang 
beredar di masyarakat secara luas, banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak 
bertanggungjawab seperti mempublikasikan lagu tanpa izin untuk kepentingan 
komersial di tempat umum termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sehingga 
perlu proses penegakan hukum yang maksimal. Namun pada kenyataan proses 
penegakan pelanggaran tersebut masih saja terjadi. Dari permasalahan tersebut 
penyusun ingin membuat penelitian mengenai penegakan hukum terhadap 
pelanggaran hak cipta lagu di DIY. 

Dari hal tersebut timbul permasalahan mengenai bagaimana upaya aparat 
penegak hukum yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan kepolisian dalam 
penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dan hambatan dalam proses 
penegakan hukum tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun 
menggunakan metode penelitian yang bersifat lapangan (field research), yaitu dengan 
meneliti tempat yang menjadi tujuan penelitian yaitu Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Sedangkan 
dalam sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun untuk penelitian  ini adalah 
deskriptif analitik yang merupakan metode yang bertujuan memberikan data seteliti 
mungkin mengenai objek penelitian dari suatu keadaan yang sedang terjadi kemudian 
dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku. Dalam 
menganalisis penelitian ini, penyusun menggunakan metode analisis data deskriptif 
kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menemukan bahwa dalam penegakan 
hukum terhadap pelanggaran mempublikasikan lagu tanpa izin di tempat umum yang 
berada di wilayah DIY, aparat penegak hukum yaitu PPNS telah menjalankannya 
sesuai Undang-undang hak cipta, dalam upaya penegakan hukum tersebut melalui 
jalur non litigasi yang berupa kesepakatan. Dalam kesepakatan antara penegak hukum 
dengan pihak yang melanggar, aparat hukum memerintahkan untuk segera 
menyelesaikan izin publikasi lagu di tempat umum jika belum memiliki izin. Tetapi 
dalam proses penegakan hukum tidak selalu mudah, dikarenakan adanya beberapa 
hambatan yang salah satunya adalah kurang patuhnya terhadap perundang-undangan 
terutama terkait dengan hak kekayaan intelektual. Apabila dalam penegakan hukum 
melalui jalur non litigasi kurang ditaati oleh pihak yang melanggar, maka aparat 
penegak hukum dalam penegakan hukum selanjutnya melalui jalur litigasi yaitu 
dengan dibantu pihak kepolisian.  
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MOTTO 

 

Sebenarnya anda lebih berani dari yang anda duga, lebih kuat 

dari yang anda tahu, dan lebih pintar dari yang anda  

kira, namun itu semua tersembunyi dibalik  

dinding tipis bernama  

keragu-raguan 

 

 

Orang yang malas telah membuang kesempatan yang 

diberikan Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah  

menciptakan sesuatu  

dengan sia-sia  

(Mario Teguh) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 

beribu-ribu pulau dan memiliki penduduk terbanyak ini memiliki banyak 

berbagai keanekaragaman baik budaya, suku, bahasa, seni dan lain-

lainnya.Dari berbagai keanekaragaman ini yang dimiliki bangsa Indonesia 

merupakan potensi nasional yang harus dilindungi oleh negara. Di antara 

banyaknya keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa ini, yang  salah satu 

diantaranya adalah di bidang seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa 

sangatlah beragam, yang mengakibatkan munculnya berbagai hal yang 

berkaitan dalam mengembangkan seni dan budaya seiring perkembangan di era 

moderenisasi. 

Pengertian seni adalah kecakapan membuat (menciptakan) sesuatu yang 

elok-elok atau indah atau sesuatu karya yang dibuat (diciptakan) dengan 

kecakapan yang luar biasa seperti sanjak, lukisan, ukir-ukiran dan sebagainya1. 

Pengertian seni suara adalah seni yang mengenai suara atau bunyi (seperti 

                                                           
1  W.J.S. Poerwadarminta diolah kembali oleh pusat pembinaan dan pengembangan 

bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan, “kamus umum bahasa Indonesia”, (Jakarta : 
PN Balai Pustaka, 1982), hlm. 916. 
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nyanyi, musik, gamelan dan sebagainya).2Sedangkan pengertian budaya adalah 

pikiran atau akal budi, misalnya adalah berupa hasil.3 

Kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan salah 

satu dari bagian karya intelektual yang harus dilindungi oleh undang-undang. 

Berbagai seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa ini bukan hanya semata-

mata untuk kemanfaatan pribadi atas seseorang yang telah menciptakan  seni 

dan budaya tersebut, tetapi juga seni dan budaya yang melimpah ini dapat 

menopang kehidupan bagi pencipta dari seni dan budaya yang telah 

dihasilkannya dan dapat memajukan perekonomian untuk daerah dimana hasil 

ciptaan seni dan budaya ini diciptakan serta merupakan aset daerah dan devisa 

untuk negara karena seni dan budaya ini dapat diperkenalkan di seluruh 

Indonesia maupun di kanca Internasional sebagai potensi dan andalan wisata 

untuk menarik wisatawan yang secara khusus untuk berkunjung di daerah yang 

memperkenalkan seni dan budayanya serta secara umum mampu menambah 

devisa untuk Indonesia yang mana dari hasil kunjungan wisatawan 

mancanegara ini untuk memelihara seni dan budaya yang beragam yang ada di 

Indonesia.    

Dalam kaitannya di bidang seni, banyak sekali yang dimiliki oleh bangsa 

ini, diantaranya adalah seni di bidang tari, dan lagu atau musik.Salah satu yang 

banyak diminati di bidang seni ini adalah lagu atau musik.Lagu atau musik bagi 

sebagian orang adalah seni yang banyak disukai oleh berbagai kalangan 

dikarenakan lagu atau musik dapat menjadi sebagai penghibur atau penghilang 
                                                           

2Ibid.,hlm. 917. 
 
3Ibid.,hlm. 157. 
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kejenuhan dan bahkan sebagai lahan dalam mencari rejeki.Pengertian musik 

adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, 

dan keharmonisan terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat 

menghasilkan irama.4Sedangkan pengertian lagu adalah gubahan seni nada atau 

suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal (biasanya diiringi 

dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai 

kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama).Dan ragam nada atau suara 

yang berirama disebut juga dengan lagu.5Terdapat berbagai jenis aliran lagu 

atau musik yang berkembang saat ini, diantaranya ada pop, rock, dangdut, dan 

masih banyak lagi aliran musik yang ditimbul seiring dengan perkembangan 

jaman. 

Lagu atau musik merupakan salah satu karya yang terdapat dalam Hak 

Kekayaan Intelektual atau biasanya disingkat dengan HKI.HKI adalah suatu 

hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang 

bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang 

karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain.6Adapun definisi 

yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen 

penting sebagai berikut, 1.adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh 

hukum; 2. hak tesebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada 

                                                           
4http://id.wikipedia.org/wiki/Musik (diakses pada hari selasa tanggal 27 Februari 2014 

jam 12.32). 

5http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu (diakses pada hari selasa tanggal 27 februari 2014 jam 
11.33). 

6  Haris Munandar, Sally Sitanggang, (Muchtar Pakpahan & Associates) ,Mengenal HAKI 
Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya, (Penerbit Erlangga), 
hlm. 2.  
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kemampuan intelektual; 3. kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai 

ekonomi.7HKI sendiri masih dibagi dalam berbagai hak-hak, yaitu cipta, paten, 

merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan 

desain tata letak sirkuit terpadu.Hak kekayaan intelektual merupakan satu 

bidang yang tidak terpisahkan dari persetujuan pendirian organisasi 

perdagangan dunia.8 

Pengertian hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 

Tentang Hak Cipta pasal 1 ayat (1) yaitu hak cipta adalah hak eksklusif bagi 

pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi 

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.9Di dalam pengertian hak cipta yang terdapat pada Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2002 terdapat istilah hak ekslusif. Pengertian tentang hak 

eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya 

sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin 

pemegangnya.10 Kemudian dalam pengertian “mengumumkan atau 

memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, 

mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, 

                                                           
7  Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)di Era Global Sebuah Kajian 

Kontemporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2. 
 
8  Budi Agus Riswandi, Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di 

Indonesia,(Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 3. 
 
9Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 
 
10  Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam 

Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 258. 
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mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, 

merekam, dan menkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana 

apapun.11 

Di Indonesia lagu atau musik termasuk ciptaan yang dilindungi oleh 

undang-undang sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2002 pasal 12.Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai 

karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair 

atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.Yang dimaksud utuh adalah 

bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.12 

Di Indonesia perkembangan musik saat ini tumbuh pesat, yang mana 

musik dapat menjangkau semua kalangan masyarakat di Indonesia.Dari 

berbagai perkembangan lagu atau musik yang pesat ini, pencipta lagu atau 

musik sangatlah bersemangat berlomba-lomba dalam menciptakan suatu hasil 

karya cipta di bidang lagu atau musik ini. Hasil dari banyaknya ciptaan lagu 

atau musik yang diciptakan oleh pencipta mendorong beberapa oknum yang 

tidak bertanggungjawab untuk melakukan berbagai cara menghasilkan 

sejumlah keuntungan dari banyaknya ciptaan yang telah dihasilkan oleh 

pencipta  Keuntungan yang dijalankan dengan  tidak melihat arti sebuah 

ciptaan lagu atau musik yang sudah dihasilkan yang mana pencipta atau 

penyanyi atau produser rekaman tidak sedikit dalam mengeluarkan pikiran, 

tenaga dan biaya demi menghasilkan suatu karya cipta. Keuntungan yang 

dijalankan tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai tindakan yang dapat 
                                                           

11Ibid.,hlm.258. 
 
12Ibid.,hlm. 266. 
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menguntungkan diri sendiri ataupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 

khusus, semisal dengan cara menggandakan musik atau lagu dengan cara 

merekam musik yang original kemudian diperbanyak sebanyak mungkin 

kemudian dipindahkan ke dalam Video Compact Disk atau yang sering dikenal 

dengan VCD. Selain itu masih ada lagi cara-cara untuk menguntungkan diri 

sendiri atau kelompok yaitu dengan mempublikasikan atau memutar lagu-lagu 

yang sudah sering di putar ataupun yang sudah di kenal oleh masyarakat luas 

tanpa seizin dari pihak-pihak terkait semisal di pusat-pusat perbelanjaan atau 

pusat keramaian yang mana dari pemutaran lagu tersebut bermaksud membuat 

pengunjung di pusat perbelanjaan tersebut merasa nyaman untuk mengunjungi 

ataupun berbelanja. Hal ini sangat merugikan pencipta lagu asli yang mana 

lagu-lagu yang di putar di pusat perbelanjaan ataupun di pusat keramaian, 

karena pihak yang terkait dari pusat perbelanjaan atau pusat keramaian tersebut 

yang tidak mempunyai izin untuk mempublikasikan lagu, tidak membayarkan 

royalti kepada pencipta asli dari lagu yang di putar tersebut melalui lembaga 

manajemen kolektif yang menangani masalah royalti atas karya cipta lagu, 

sedangkan pihak dari pusat perbelanjaan ataupun pusat keramaian yang lainnya 

sangat diuntungkan dengan banyaknya pengunjung yang datang dan nyaman 

dari adanya pemutaran lagu-lagu tersebut. Salah satu kasus yang terjadi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan hak cipta adalah 

pelanggaran dari tempat karaoke yang dilakukan oleh pihak Quality Hotel, 

yang mana bentuk pelanggaran tersebut adalah pihak dari pemilik karaoke 

tersebut tidak memiliki izin dari lembaga manajemen kolektif. Dari 
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pelanggaran tersebut mengakibatkan pihak dari tempat karaoke tersebut tidak 

membayarkan royalti kepada pihak yang berwenang yaitu kepada lembaga 

manajemen kolektif. Hal ini dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta 

dikarenakan mereka tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya dari hasil 

karya ciptanya yaitu mendapatkan royalti dari apa yang sudah digunakan oleh 

pihak karaoke tersebut. 

Kasus penggandaan ataupun mempublikasikan lagu yang tanpa seizin dari 

pencipta lagu yang asli,  dapat merugikan pencipta asli lagu ataupun penyanyi 

yang diberikan wewenang oleh pencipta asli untuk menyanyikan suatu hasil 

karya cipta tersebut, dikarenakan penggandaan atau mempublikasikan lagu itu 

dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dari pencipta asli maupun penyanyi 

yang diberikan wewenang untuk menyanyikan lagu tersebut. Dari uraian latar 

belakang diatas maka penyusun tertarik untuk membahas tentang 

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA 

LAGU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap 

pelanggaran hak cipta lagu terutama dalam hal mempublikasikan lagu tanpa 

seizin dari pencipta asli di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

2. Apa hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta 

lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam menegakkan 

hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu terutama dalam 

mempublikasikan lagu tanpa seizin dari pencipta lagu asli di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui hambatan aja saja yang dilakukan penegak hukum 

dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan pengembangan dalam Ilmu Hukum khususnya pada Hukum Perdata 

dan menambah referensi dalam karya tulis ilmiah. 
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b. Kegunaan praktis, dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam 

melindungi hak cipta khususnya hak cipta musik atau lagu di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Untuk mendukung penyusun dalam penelitian tentang penegakkan hukum 

hak cipta, maka penyusun menemukan beberapa literatur yang mendukung 

dalam penelitian ini untuk dijadikan bahan kajian telaah pustaka agar dapat 

fokus dalam penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut: 

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Industri Perekaman 

Suara Dari Tindak Pidana Pembajakan Kaset (Studi Kasus : Putusan No. 

3683/Pid.B/2008/PN/Medan)”.13Dalam skripsi ini membahas mengenai 

perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu dari pelaku pembajakan kaset dan 

pelaksanaan undang-undang hak cipta khususnya yang menyangkut tindak 

pidana pembajakan kaset serta pengaruh sanksi terhadap pelanggar hak 

cipta.Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas pada penegakan 

terhadap pelanggaran hak cipta lagu bidang publikasi lagu di tempat umum 

seperti di pusat perbelanjaan, karaoke dan pusat hiburan lainnya di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas 

Praktik Pembajakan Lagu Dan Musik Dengan Format MP3 (Motion Picture 

                                                           
13  Andri Tambun, “Perlindungan Hukum Terhadap Industri Perekaman Suara Dari 

Tindak Pidana Pembajakan Kaset (Studi Kasus: Putusan No. 3683/Pid.B/2008/PN/Medan)”, 
Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2009. 
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Experts Layer III)”.14 Dalam skripsi ini membahas mengenai tindak pidana atas 

praktik pembajakan lagu dengan format MP3. Sedangkan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh penyusun membahas mengenai penegakan terhadap 

pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi lagu di tempat umum seperti di 

pusat perbelanjaan, karaoke dan pusat hiburan lainnya yang ada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap 

Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet”.15Dalam 

skripsi ini membahas pada perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam 

mengatasi pelanggaran hak cipta lagu di dunia maya atau internet.Sedangkan 

dalam penelitian yang penyusun lakukan membahas mengenai penegakan 

terhadap pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi lagu di tempat umum 

seperti pusat perbelanjaan, karaokean dan tempat hiburan lainnya yang berada 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Skripsi dengan judul “Kontribusi Pemikiran Hak Cipta Dalam Islam 

Terhadap Perkembangan Hak Cipta Di Indonesia Thinking Contribution Of 

Copyright In Islam To Developing Copyright In Indonesia”.16Dalam skripsi ini 

membahas tentang konsep hukum hak cipta di Indonesia dan konsep hukum 

                                                           
14Yuni Manurung, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Pembajakan 

Lagu dan Musik Dengan Format MP3 (Motion Picture Experts Layer III)”, Skripsi, Fakultas 
Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2010. 

 
15  Linda Agustina, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia 

Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 
Hasanuddin Makassar, 2012. 

 
16  Arif Raosa Fikri, “Kontribusi Pemikiran Hak Cipta Dalam Islam Terhadap 

Perkembangan Hak Cipta Di Indonesia Thinking Contribution Of Copyright In Islam To 
Developing Copyright In Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013. 
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hak cipta dalam pemikiran Islam serta kontribusi hak cipta dalam pemikiran 

Islam terhadap perkembangan hak cipta di Indonesia.Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan penyusun membahas mengenai penegakan terhadap 

pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi lagu di tempat umum seperti 

pusat perbelanjaan, karaokean dan tempat hiburan lainnya yang berada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penulisan Hukum dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik 

Independen” (Studi Tentang Penggandaan Oleh PT. Musikita Solo-

Indonesia)”.17 Dalam penulisan hukum ini membahas mengenai hubungan 

hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan dengan PT. Musikita 

dan pelaksanaan perlindungan hak cipta karya “musik independen”serta 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Musikita terhadap pelaksanaan 

perlindungan hukumnya. Sedangkan penelitian yang penyusun tulis lebih 

memfokuskan kepada penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu 

di bidang publikasi lagu di tempat umum yang berada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Penulisan Hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jasa 

Copy Compact Disk Kaitannya Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.18 Dalam 

                                                           
17  Wahyu Andhika Putra E., “Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik Independen” (Studi 

tentang Hak Penggandaan oleh PT. Musikita Solo-Indonesia)” , Penulisan Hukum, Fakultas 
Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009. 

 
18  Rini Ismiati, “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jasa Copy Disk Kaitannya Dengan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Daerah Istimewa 
Yogyakarta” ,Penulisan Hukum, Program Kekhususan Hukum Dagang, Departemen 
Pendidikan Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2005. 
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penulisan hukum ini membahas mengenai pelaksanaan undang-undang hak 

cipta kaitannya dengan praktik jasa copy CD di kota Yogyakarta. Sedangkan 

penelitian yang penyusun tulis lebih memfokuskan penegakan terhadap 

pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi lagu di tempat umum seperti 

pusat perbelanjaan, karaokean dan pusat hiburan lainnya yang berada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Thesis dengan judul “Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik 

Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus Pada Stasiun Televisi Lokal Di 

Semarang”.19Dalam thesis ini membahas mengenai implementasi pemungutan 

royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial di stasiun televisi lokal 

yang berada di Semarang.Sedangkan penelitian yang penyusun tulis lebih 

memfokuskan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di bidang 

publikasi lagu di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, karaokean dan 

tempat hiburan lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Selanjutnya penyusun membaca thesis milik Uning Kusuma Hidayah, SH, 

dengan judul “Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan 

CD/VCD (Studi Kasus Di Jawa Tengah)”.20Dalam thesis ini membahas 

mengenai latar belakang timbulnya pembajakan kaset dan upaya 

penanggulangan pembajakan kaset di Jawa Tengah.Sedangkan penelitian yang 

penyusun lakukan lebih memfokuskan terhadap penegakan hukum terhadap 

                                                           
19  Tyas Ika Merdekawati, “Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk 

Kepentingan Komersial (Studi Kasus Pada Stasiun Televisi Lokal Di Semarang)”, Thesis, 
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2009. 

 
20  Uning Kusuma Hidayah, “ Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap 

Pembajakan CD/VCD (Studi Kasus Di Jawa Tengah)” , Thesis, Program Magister Ilmu Hukum 
Universitas Diponegoro Semarang, 2008. 
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pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi lagu di tempat umum seperti 

pusat perbelanjaan, karaokean dan tempat hiburan lainnya yang berada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Di dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran atas hak cipta yang 

mana di era ini masih banyak pelanggaran yang belum maksimal untuk 

ditegakkannya hukum terhadap orang-orang yang melanggarnya. Yang 

dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang 

dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit 

maupun dalam arti materiel yang luas, senagai pedoman perilaku dalam setiap 

perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun 

oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh 

undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang 

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.21 

Dalam penegakan hukum sendiri telah diatur dalam berbagai teori yang 

mendukung terciptanya proses penegakan hukum. Beberapa teori yang dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam proses penegakan hukum yang adil adalah 

sebagai berikut: 

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) 

                                                           
21http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, (diakses hari sabtu 

tanggal 1 Maret 2014 jam 9.53). 
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Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak 

ia dalam kandungan.22Hak asasi manusia atau sering dikenal dengan HAM 

ini merupakan hak yang terdapat pada tiap manusia sejak masih dalam 

kandungannya hingga lahir sampai meninggal. Pengertian hak asasi manusia 

di dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia 

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia.23 

Di dalam undang-undang dasar 1945, perlindungan dan penegakan 

terhadap hak asasi manusia diantaranya terdapat dalam pasal 28 yang mana 

pasal 28 tersebut terdiri dari pasal 28A sampai pasal 28J. 

Untuk penegakan hukum dalam pelanggaran hak cipta, yang mana 

pelanggaran hak cipta tersebut termasuk dalam pelanggaran hak asasi 

manusia dan di dalam hak asasi manusia tercantum dalam pasal 28H ayat (4) 

yang berbunyi, “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 

siapapun”.24 Dari bunyi pasal tersebut bahwa hak cipta bisa dimasukan 

dalam hak milik pribadi, dikarenakan hak cipta merupakan hasil karya cipta 

                                                           
22http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, (diakses hari sabtu tanggal 1 Maret 

2014 jam 10.34). 
 

23Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia pasal 1 ayat (1). 

 
24Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4). 
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seseorang yang mana dalam penciptaan karya tersebut memliki arti bagi 

seseorang yang telah menciptakannya. Apabila dalam pelanggaran hak cipta 

terjadi maka pelanggaran tersebut telah bertentangan dengan undang-undang 

dasar 1945 yang mana pelanggaran tersebut harus diberantas karena 

pelanggaran hak cipta tersebut telah mengambil hak seseorang yang telah 

dilindungi undang-undang tanpa seijin dari orang yang mempunyai atas hak 

suatu karya cipta. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak cipta maka 

harus dilindungi dan ditegakan oleh negara terutama pemerintah 

sebagaimana terdapat dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28I ayat (4), 

sebagaimana berbunyi, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah”.25Perlindungan dan penegakan yang dimaksud dalam pasal 28I 

ayat (4) adalah negara, yang mana negara sangat berperan dalam melindungi 

pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu 

terutama terhadap hak cipta agar dengan adanya perlindungan dan 

penegakan terhadap hak cipta dapat membuat pencipta atas suatu karya cipta 

merasa aman dan bersemangat dalam menciptakan suatu karya cipta yang 

lebih baik agar dapat menompang kehidupan masyarakat. Pemerintah dalam 

melindungi dan menegakan terhadap pelanggaran hak cipta adalah 

kementerian hukum dan hak asasi manusia bagian direktorat jenderal hak 

kekayaan intelektual yang berada di wilayah masing-masing provinsi. 

2. Teori Sistem Hukum 

                                                           
25Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4). 
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Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman. 

Menurut Lawrence Meir Friedman, ada empat elemen utama dari sistem 

hukum (legal system), yaitu : a. struktur hukum (legal structure), b. isi 

hukum (legal substance), c. budaya hukum (legal culture), d. dampak 

hukum (legal impact).26 

Dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terdapat 

tiga dari empat elemen yang terdapat dalam teori sistem hukum, yaitu 

struktur hukum, isi atau substansi hukum dan budaya hukum. 

Komponen sistem hukum yang pertama adalah struktur hukum.Struktur 

hukum27 adalah kerangka atau rangkanya hukum, bagian yang member 

bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.Struktur adalah semacam sayatan 

sistem hukum – semacam foto diam yang menghentikan gerak.Struktur 

hukum itu berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga-lembaga 

pembentuk dan penegak.Penegak hukum dalam kaitannya untuk menegakan 

hukum telah dilindungi oleh undang-undang. Apabila dalam struktur hukum 

tersebut tidak memiliki kredibilitas dan penegak tersebut tidak memiliki ahli 

dalam hal menegakkan hukum terutama penegakan hukum terhadap 

pelanggaran hak cipta, maka dalam kaitannya penegakan hukum akan susah 

untuk dicapai dan tidak dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan 

yang telah berlaku. Hal ini dapat menggangu proses dalam menegakan 

hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan membuat pencipta dari hasil 

                                                           
26http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ml.scribd.com/doc/1322

30281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman, (diakses hari sabtu tanggal 1 Maret 2014 jam 11.39). 
 
27  Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen 

Kolektif, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 29. 
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karya cipta tidak bersemangat dalam menghasilkan produk ciptaan yang 

lebih bagus dan lebih inovatif lagi untuk kepentingan masyarakat pada 

umumnya. 

Dalam proses penegakkan selanjutnya adalah isi atau substansi hukum. 

Substansi hukum28, meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia 

yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum juga berarti produk yang 

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencangkup 

keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.29 Jadi, 

substansi hukum tidak terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi 

pola perilaku sosial termasuk etika sosial.30 

Untuk penegakan hukum yang terakhir dalam sistem hukum adalah 

budaya hukum.Budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan 

sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan 

kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan social 

yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan.31 Dalam budaya hukum, apabila suatu budaya hukum di 

masyarakat tinggi dan paham atas suatu hak asasi manusia yang salah 

satunya adalah hak cipta, maka proses penegakan hukum dapat berjalan 

sesuai dengan perundang-undangan. Tetapi, apabila budaya hukum di 

                                                           
28Ibid.,hlm. 29. 
 
29http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ml.scribd.com/doc/1322

30281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman, (diakses hari sabtu tanggal 1 Maret 2014 jam 11.39). 
 
30  Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen 

Kolektif, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 29. 
 
31Ibid.,hlm. 29. 
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masyarakat masih rendah maka proses penegakan hukum terhadap 

pelanggaran atas hak cipta menjadi terhambat dan itu membuat pencipta 

suatu karya cipta menjadi waspada akan ciptaan yang akan dihasilkannya 

karena penegakan hukum menjadi lambat dan dapat memepengaruhi proses 

penciptaan suatu karya cipta, yang mana dari suatu penciptaan tersebut dapat 

meningkatan kreativitas dan dari segi ekonomi secara khusus dapat 

memajukan perekonomian terhadap pencipta dan secara umum dapat 

memajukan ekonomi bangsa ini. 

Dalam kaitannya dengan hak cipta,  hak cipta terdiri atas hak ekonomi 

(economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak 

untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. 

Sedangkan hak  moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau 

pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, 

walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.32 Dalam hal ini hak 

terkait mempunyai definisi yaitu hak terkait adalah hak yang berkaitan 

dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak atau 

menyiarkan pertunjukannya bagi Produser Rekaman Suara untuk 

memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman 

bunyinya dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, 

atau menyiarkan karya siarannya.33 

                                                           
32  Ermansjah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

hlm. 8. 
 
33Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 

ayat (9). 
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F. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang dipakai penyusun dalam melakukan penelitian ini 

adalah bersifat deskriptif analitik, yang merupakan metode yang dipakai 

untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau 

berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin 

mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat 

ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang 

yang berlaku.34 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah bersifat 

lapangan (field research) merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi yang sudah ditentukan secara langsung, 

kemudian dari hasil yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis mengenai 

bagaimana penegakan terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

3. Sumber Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer berupa data hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

                                                           
34  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223. 
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wilayah Yogyakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia wilayah 

Yogyakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa 

bahan-bahan hukum yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat 

terdiri dari : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia; 

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai sifat 

tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk 

mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari: 

a) Buku-buku yang mengenai hak cipta; 

b) Skripsi yang berkaitan dengan hak cipta;  

c) Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan penelitian yang akan 

diteliti, baik dalam bentuk mekanik (hard file) maupun elektronik 

(soft file). 

3) Bahan Hukum Tersier 
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk mendukun dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: 

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

b) Kamus Hukum.  

4. Lokasi Penelitan 

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

wilayah Yogyakarta bagian Hak Kekayaan Intelektual dan  Kepolisian 

Negara Republik Indonesia wilayah Yogyakarta. 

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat dan teknik penngumpulan data 

untuk menunjang hasil dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu : 

a. Alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara dan kamera. 

b. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik 

wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada 

pihak-pihak yang terkait agar mendapatkan informasi secara langsung 

dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.  

6.  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yaiitu dengan menyajikan data secara deskriptif dan 

menganalisis secara kualitatif.35Data yang diperoleh lewat penelitian 

lapangan dan kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif.Maksudnya 

adalah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi, 

                                                           
35  Tatang M Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Bandung: Rajawali, 1986), hlm. 98. 
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dikelompokkan secara sistematis dan dikaji untuk memperoleh gambaran 

yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, selanjutnya dianalisis dan 

dipaparkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh kesimpulan mengenai 

permasalahan yang diteliti. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka untuk mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan 

dari penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan agar dalam 

penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya sebagai berikut : 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang hak cipta berdasarkan undang-

undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang meliputi pengertian dan 

dasar hukum hak cipta, hak pencipta dan pengalihan hak cipta, dan pembatasan 

dan masa berlakunya hak cipta. 

Bab ketiga, berisi tinjauan umum terhadap pendaftaran hak cipta lagu, 

lisensi hak cipta dan pelanggaran hak cipta. 

Bab keempat, berisiupaya penegakan hukum pelanggaran hak cipta lagu 

dalam hal mempublikasikan lagu tanpa izin di Daerah Istimewa Yogyakarta 

dan mengetahui hambatan penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak 

cipta lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Bab kelima, berisi tentang bagian akhir dari penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh penyusun yang meliputi kesimpulan dari analisis 
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permasalahan dan saran terhadap penegakan hukum yang telah dilakukan oleh 

penegak hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Upaya penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran hak 

cipta lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya adalah 

aparat penegak hukum telah menjalankan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran hak kekayaan intelektual terutama hak cipta dalam bidang 

mempublikasikan lagu di tempat umum dengan baik yaitu dengan cara 

melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi yang digunakan oleh aparat 

penegak hukum adalah dengan melalui kesepakatan antara aparat penegak 

hukum dengan pengusaha. Dalam kesepakatan tersebut aparat penegak 

hukum memerintahkan pengusaha segera mengurus lisensi musiknya bagi 

yang belum mempunyai lisensi musik. Tetapi apabila dalam proses 

penegakan hukum melalui kesepakatan masih dinilai kurang berjalan 

maksimal yang diakibatkan oleh pengusaha yang kurang taat dalam 

kesepakatan tersebut, maka aparat penegak hukum dalam hal ini PPNS 

melakukan upaya lain yaitu dengan melalui jalur litigasi yang mana 

prosesnya melibatkan pihak kepolisian dan dapat dilimpahkan ke 

pengadilan. 

2. Hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 



110 

 

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak 

selalu berjalan dengan lancar, tidak terkecuali dengan hambatan dalam 

menegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Terdapat beberapa hambatan dalam menegakan hukum, 

diantaranya adalah: 

a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada pengusaha. 

b. Kurang patuhnya pengusaha terhadap ketentuan perundang-undangan 

terutama yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. 

c. Kurang sadarnya pencipta maupun pemegang hak cipta dalam ikut 

menegakan hukum terutama kaitannya dengan pelanggaran hak kekayaan 

intelektual. 

d. Keterbatasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

B. Saran 

Ada beberapa saran dari penyusun yang direkomendasikan terhadap pihak-

pihak yang terkait, diantaranya: 

1. Perlunya ditingkatkan dalam mensosialisasi tentang peraturan perundang-

undangan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dibidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra bagi pelaku usaha terkait penyiaran publik, 

karaoke, hotel, dan pihak-pihak terkait. 

2. Adanya peningkatan kegiatan pemantauan terhadap pelanggaran hak 

kekayaan intelektual khususnya hak cipta secara berkelanjutan. 
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3. Perlu adanya penambahan pemahaman mengenai pelanggaran hak kekayaan 

intelektual terutama hak cipta kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta 

agar mampu ikut serta memberantas pelanggaran hak kekayaan intelektual. 

4. Perlu adanya penambahan jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dalam 

proses penegakan hukumnya dapat berjalan dengan secara maksimal.  
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